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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum melalui 

gugatan sederhana di Pengadilan Bekasi belum sesuai dengan PERMA No 4 

Tahun 2019 Perubahan PERMA No 2 Tahun 2015 Tentng Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana. Faktanya dalam menyelesaikan perkara 

gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Bekasi melebihi jangka waktu yang 

telah ditentukan 25 hari sejak hari pertama sidang dalam pasal 5 ayat 3 

PERMA No 2 Tahun 2015. Maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi 

belum sepenuhnya menerapkan PERMA Gugatan Sederhana dalam 

penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum melalui gugatan sederhana. 

Namun putusan pengadilan selalu dianggap benar yang dimana sesuai 

dengan prinsip “Res Judicata Pro Veritate Habetur” memiliki keterkaitan 

dengan perbuatan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, 

yang mana putusan yang djatuhkannya itu harus dianggap benar, apapun isi 

putusan tersebut. Sampai ada putusan pengadilan lain yang menganulirnya. 

2. Bahwa dalam pertimbangan hakim dalam Putusan No 6/Pdt.G.S/2017 PN 

Bks, Putusan No 77/Pdt.G.S/2018/PN Byw dan Putusan No 

38/Pdt.G.S/2020 PN Btm sudah memenuhi prinsip keadilan yang berupa 

tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara penggugat dengan 

tergugat, serta dilihat dari kesamaan dihadapan hukum yang telah dilakukan 

oleh hakim. Hakim memutus perkara Putusan No 6/Pdt.G.S/2017 PN Bks, 

Putusan No 77/Pdt.G.S/2018/PN Byw dan Putusan No 38/Pdt.G.S/2020 PN 

Btm dengan memenuhi unsur keadilan dengan tidak memihak dan tidak 

berat sebelah kepada salah satu pihak dan memberikan kesempatan yang 

sama pada saat persidangan. Hakim dalam hal ini bersifat pasif, apa yang 

akan dibuktikan dan didalilkan oleh para pihak, hakim akan 
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mempertimbangkannya. Maka dengan itu hakim mempertimbangkan 

dengan bukti formal sehingga akan didapat putusan yang dirasa hakim 

paling adil untuk peristiwa tersebut.  Karena di Indonesia adalah Negara 

hukum maka kekuasaan kehakiman bersifat mendiri dan merdeka, bahwa 

hakim dalam memutus tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. 

 

5.2 Saran 

1. Untuk majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi alangkah baiknya dalam 

memutus dan memeriksa sengketa perbuatan melawan hukum melalui 

gugatan sederhana, berdasarkan ketentuan waktu yang telah ditentukan agar 

tidak memakan waktu lama karena tujuan dikeluarkannya PERMA Gugatan 

Sederhana ini untuk mengurangi penumpukan perkara serta memenuhi asas 

cepat, sederhana dan biaya ringan. 

2. Untuk masyarakat dalam penyelesaian gugatan sederhana ini sebagai salah 

satu cara untuk menyelesaikan sengketa dengan cara cepat sederhana dan 

biaya ringan namun tetap memberikan keadilan kepada para pihak. 

Sehingga masyarakat yang memiliki sengketa wanprestasi atau perbuatan 

melawan hukum tidak menghabiskan waktu yang lama di pengadilan karea 

pembuktiannya yang sederhana dan biaya ringan.  

 

 

 

 




